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Survei ini dilakukan pada 12 - 22 Agustus 2021 dengan jumlah responden sebanyak 437 responden
yang didominasi oleh Generasi Milenial yang bekerja sebagai ASN/Pegawai Swasta dengan latar
belakang pendidikan S1/52/S3. Responden kami tersebar di 27 provinsi, namun didominasi dari
DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat. .
2




Ketangguhan Penerimaan Negara
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PerformayBeritimaan perpajakan. kerap Rasio Pendapatan Pajak terhadap PDB (%)

kali meleset dari target, bahkan terjadi 21,0
sebelum pandemi, sehingga membuat

defisit anggaran melebar. =
17,0
Rasio penerimaan perpajakan terhadap
PDB terus menurun, bahkan anjlok hingga 1.0
8,3% di 2020. 13,0
Dalam rangka meningkatkan pendapatan 11,0 10’298
perpajakan, Pemerintah berencana 9,0 ',3
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formal, nonformal; PPN atas sembako; dan
kenaikan tarif PPN.
Sumber: KEMPPKF Tahun 2022, Kemenkeu




Ketangguhan Penerimaan Negara

Kami mencoba menggali bagaimana cara

meningkatkan kepatuhan pelaporan pajak o

dengan mencari tahu kendala yang o
dihadapi masyarakat. 7
25 -
Ternyata, kebanyakan dari wajib pajak 20 |
tidak mengetahui cara lapor pajak dan 15 -
kesulitan mengisi formulir lapor pajak. 10 -
Sosialisasi serta upaya untuk 0 - . .
o Tidak mengetahui Kesulitan mengsi formulir ~ Tidak Ada w aktu/tidak upa lapor paj annya
menlngkatkan kesadaran Iapor dan bayar prosedur/tatagmralapor Iaporpgjak sempat lapor p/ajak L

pajak

pajak perlu ditingkatkan sehingga dapat

sejalan dengan keinginan Pemerintah
meningkatkan pendapatan perpajakan.

Sumber: INDEF, 2021




Ketangguhan Penerimaan Negara
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Dengan adanya upaya peningkatan dan 70 1

perluasan penerimaan pajak 60 -
sebagaimana akan diubah dalam RUU
KUP, masyarakat berharap agar akses
kesehatan dan pendidikan berkualitas
dapat dijangkau secara merata oleh 30 -
semua kalangan. s
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Pendidikan dan kesehatan merupakan ]

faktor utama  membentuk  SDM 0 - - - - -
. . 5 Akses kesehatan  Akses pendidikan  Penurunan tarif Subsidi bahan Peningkatan Lainnya
berkualltas, Sehlngga’ Pemerlntah perlu yaI:gterjangkau berkualiktasyl/)ang jalan tol kebutuhan pokok Ikjan'ngle:n )
3 5 agi semua terjangkau bagi telekomunikasi dan
menjamin pemerataan akses kedua hal kakngan  semus kalangan internet
tersebut.

Sumber: INDEF, 2021




Perkembangan Belanja Negara, 2017-2022
(triliun rupiah)

Peningkatan Efisiensi Belanja Negara

77 10,3 12,4

4,3 39 0,4

Nilai belanja negara setiap tahun meningkat, baik
belanja Pemerintah Pusat maupun TKDD. Namun, — : .
capaian indikator makro dan kesejahteraan masih = -

relatif stagnan.

. 18330 9210 19383
Peningkatan efektivitas dan efisiensi belanja menjadi st pa
penting untuk memberikan stimulus yang lebih baik
pada perekonomian.

2017 2018 209 2020 QUTLOOK 2021 RAPBN 2022

® Belanja Pemerintah Pusat @ Transfer Doerah dan Dana Dese == Pertumbuhan (%)

Konsep membangun dari pinggiran merupakan Dana Desa, Indeks P1, Indeks P2
terobosan Pemerintah dalam meningkatkan Tahun 2017-2020 (triliun rupiah)
pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Namun, »
DD ternyata belum efektif mengakselerasi penurunan
angka kemiskinan. o8

Pembangunan infrastruktur secara masif juga ©
mengalami sandungan dalam optimasi E
pemanfaatannya seperti yang terjadi di Bandara “ — - o
Kertajati dan rencana penjualan beberapa ruas jalan I R

tol.
Sumber: BPS, Nota Keuangan beserta RAPBN 2022, diolah ﬁ




Kami mencoba melihat ekspektasi
dan realisasi masyarakat terhadap
penggunaan DD.

Hasilnya, masyarakat berharap agar
DD dapat dialokasikan lebih banyak
untuk program pemberdayaan
masyarakat serta peningkatan
fasilitas kesehatan dan pendidikan
di wilayahnya.

Namun, realisasi DD di wilayahnya
lebih banyak digunakan untuk
pembangunan infrastruktur,
sementara untuk pemberdayaan
masyarakat menjadi pilihan pada
urutan ketiga.

Peningkatan Efisiensi Belanja Negara

70

Pembangunan Pemberdayaan Peningkatan fasilitas Peningkatan fasilitas

infrastruktur masyarakat

Sumber: INDEF, 2021

pendidikan kesehatan

m Ekspektasi = Realisasi

Lainnya




Dalam hal belanja infrastruktur,
masyarakat berpendapat bahwa
pembangunan jalan raya merupakan
hal yang seharusnya dapat menjadi
prioritas Pemerintah.

Selain itu, pembangunan kereta api
dan jalan tol juga menjadi harapan
masyarakat agar dapat ditingkatkan.
Pembangunan infrastruktur yang
menunjang  konektivitas  antar
wilayah tentu akan berpengaruh
terhadap perekonomian daerah.
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Peningkatan Efisiensi Belanja Negara

Jalan tol Jalanraya  Pelabuhan Bandarudara Kereta api

Sumber: INDEF, 2021

Lainnya




Risiko dan Kesinambungan Fiskal

Gap antara pendapatan dan belanja negara
terus terjadi dengan kecenderungan
meningkat setiap tahunnya. Keadaan

i 7000,00 6418 15 45,00
tersebut berdampak pada pelebaran defisit 6074.56 S 045
. ’ ®
yang ditutup dengan utang. 6000,00 *—387%3 /49 40,00
4778,00 3500
Penarikan utang dan kebijakan defisit 5000,00 ’
i : : 2939~ *~30,07-11e" 29,80 30,00
anggaran hampir pernah dilakukan di ®-28,35
TP . 4000,00 25 00
seluruh negara, namun perlu diuji kembali ’
kapasitas negara dalam  membayar 3000,00 20,00
utangnya. 15,00
2000,00
Dalam 5 tahun terakhir, terjadi peningkatan 10L0
I . 5 1000,00
risiko atas kesinambungan fiskal dan utang o> s 3166 258,0 275,5 314,1 3733 5,00
yang dapat dilihat dari rasio utang terhadap 0.00 0.00
PDB. 2016 2017 2018 2019 2020 Mei 2021
Utang (triliun rupiah) Beban Bunga Utang ®== Rasio Utang terhadap GDP (%)

Rasio belanja bunga utang terhadap
pendapatan dan rasio keseimbangan primer
terhadap PDB juga meningkat.

Sumber: Kementerian Keuangan RI, diolah, 2021




Risiko dan Kesinambungan Fiskal

Kami mencoba mengetahui persepsi
masyarakat mengenai penggunaan 70 = m [con)
utang agar efektif memberikan o — Eﬁﬁﬂ =9

stimulus pada perekonomian.
50 -

Hasilnya, @ masyarakat berharap
bahwa utang Pemerintah sebaiknya
dapat digunakan untuk 30 1
meningkatkan kualitas pendidikan. 20 -
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Selain pendidikan, masyarakat juga |

cenderung memilih  penggunaan 0 -

9 o Pembangunan Pelatihan tenaga Peningkatan Peningkatan akses Pengentasan Lainnya
Utang dapat dIaIOkaSIkan untUk infrastruktur kerja kualitas pendidikan dan layanan kemiskinan
mengentaskan kemiskinan dan kesehatan

meningkatkan akses layanan
kesehatan.
Sumber: INDEF, 2021



Reformasi Struktural Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial
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Sumber: Nota Keuangan beserta RAPBN 2022, Kemenkeu

Tren belanja pendidikan, kesehatan, dan perlinsos terus meningkat, namun output dari belanja tersebut
masih belum menunjukkan hasil optimal.

Ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan masih sering dijumpai di banyak daerah. Peringkat pendidikan
Indonesia dari PISA 2018 juga menunjukkan penurunan peringkat.

Di samping itu, program-program perlinsos belum mengarah pada exit strategy sehingga tujuan dari masing-

masing program belum tercapai.



Reformasi Struktural Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial

Sebelumnya, kita melihat harapan
besar masyarakat mulai dari alokasi DD
hingga penggunaan utang Pemerintah
agar dapat dialokasikan  untuk
meningkatkan akses dan kualitas
pendidikan. Sehingga, upaya reformasi
sektor pendidikan untuk dapat
mewujudkan  harapan  masyarakat
menjadi sangat urgent dilakukan.

Masyarakat cenderung mengharapkan
kualitas guru semakin baik ke depannya
sehingga dapat menunjang reformasi
pendidikan di Indonesia. Selain itu,
jaringan internet untuk di lingkungan
sekolah  juga perlu diupayakan
peningkatannya oleh Pemerintah.
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Jaringan internet Guruyang berkualitas Gedung sekolah yang Alat praktikum dan Lainnya
memadai kokoh peraga yang memadai

Sumber: INDEF, 2021



Pada sektor kesehatan, kami ingin
melihat efektivitas program JKN
dalam memberikan kemudahan
akses kesehatan pada masyarakat.

Hasilnya, mayoritas responden
kami menggunakan fasilitas JKN
untuk konsultasi hingga
perawatan. Artinya, pemanfaatan
JKN dimaksimalkan dengan baik
oleh para penggunanya.

Namun, tidak sedikit juga yang
tidak pernah menggunakan
fasilitas JKN walaupun rutin
membayar iuran JKN.
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Digunakan untuk konsultasi Digunakan hanya untuk
hinggaperawatan konsultasi

Sumber: INDEF, 2021

Reformasi Struktural Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial
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Digunakan hanya untuk Tidak digunakan sama sekali
perawatan




Bentuk perlindungan sosial yang
dianggap paling tepat bagi
masyarakat sehingga nantinya dapat
memberikan output nyata dalam
perbaikan kesenjangan dan
kesejahteraan  adalah  beasiswa
pendidikan dan asuransi kesehatan.

Reformasi di sektor pendidikan,
kesehatan, dan perlinsos sangat
dibutuhkan masyarakat. Hal ini
terlihat dari besarnya harapan
masyarakat terhadap perbaikan
akses dan kualitas pendidikan dan
kesehatan yang mampu membawa
peningkatan  kualitas SDM ke
depannya.

80
70
60

50

30
20

10

Uang tunai Sembako Subsidi energi

Sumber: INDEF, 2021

Reformasi Struktural Pendidikan, Kesehatan, dan Perlindungan Sosial

Beasiswa Asuransi Lainnya
pendidikan  kesehatan




About Us

The Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) is
an independent research institution on economy and finance
established in August 1995 in Jakarta. INDEF does research and policy
studies on a wide range of economic and finance issues and raises
public awareness in the decision-making process. We also contribute

to search the viable solutions for the complex economic and social
problems in Indonesia.
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